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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 

Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 

11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh).” 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini; Bagaimana pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Waikabubak Nomor 

11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Pengadilan Negri Dataran Hunipopu 

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh dan Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan 

oleh hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan telah memenuhi 

asas-asas peradilan anak. Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Majelis hakim dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan 

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh telah menjatuhkan putusan yang tepat kepada 

Anak Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umur, yang dimana 

Anak diberikan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 82 Ayat (1) 

juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak sebagai dakwaan tunggal. Serta dalam hal ini, bentuk-bentuk sanksi pidana 

yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku dari perkara pencabulan 

telah memenuhi asas-asas peradilan anak. 

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pencabulan, Undang-Undang 

Perlindungan Anak. 

Palembang,          Maret 2023 

Disetujui oleh: 

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak adalah karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena 

anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi 

dan dilindungi, agar kelak anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi 

sesama dan bagi bangsa negara.1 Keadaan bangsa dasn negara dimasa yang 

akan datang ditentukan oleh anak. Anak harus memiliki kepribadian yang 

baik sebagai cerminan dari bangsa dan negara di masa depan yang dimana 

anak juga sebagi penentu baik buruknya kehidupan suatu bangsa dimasa 

yang akan datang. 

Anak juga merupakan individu yang memerlukan bimbingan dari 

orang tua atau pun orang terdekat di lingkungan sekitar anak. Pendidikan 

yang baik juga dibutuhkan agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan 

yang dapat menghambat perkembangan anak secara fisik ataupun mental 

yang berujung menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual. Namun 

sekarang ini sudah memasuki era globalisasi dan 

 

1 Supiyati, Susanty Febriyanti dan Abdul Fattah, “Ekploitasi Anak Dalam Kajian Undang-

Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Daerah Tangerang Selatan”, Prosiding 

SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pkm, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 52, 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/16667/0 diakses pada tanggal 20 

September 2022, pada pukul 18.43 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/16667/0
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perkembangan teknologi yang sudah pesat, sehingga akan sulit untuk 

mengontrol anak dari dunia luar. Anak dapat dengan mudah mengakses 

internet atau sosial media yang dimana di dalamnya terdapat banyak hal 

positif dan negatif. Jika tidak dikontrol maka akan menimbulkan dampak 

buruk terhadap anak itu sendiri dan berujung menjadikan anak akan 

melakukan kejahatan atau tindak pidana.2 

Tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum dan diancam pidana karena hal tersebut merupakan 

perbuatan yang merugikan dan barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak yang 

melakukannya akan dikenakan sanksi pidana.3 Salah satunya adalah tindak 

pidana pencabulan yang dimana pencabulan merupakan salah satu dari 

kekerasan seksual. 

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan seksual yang sangat 

meresahkan dan marak terjadi di kalangan masyarakat termasuk di kalangan 

anak-anak. Banyak anak yang telah menjadi pelaku dari kejahatan ini. 

Selain pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi, pengaruh lain yang 

menyebabkan anak melakukan pencabulan adalah adanya pengaruh 

lingkungan dan pergaulan. Pencabulan memberikan dampak yang buruk 

terutama bagi korban baik dampak fisik, psikologis 

2 Rosy Fradiska Kustopo, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada 

Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN 

Mkd)”, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, hlm. 1, 

http://eprintslib.ummgl.ac.id/1912/2/14.0201.0012_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB 

%20III%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses pada 20 September 

2022, pada pukul 19.22 
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54. 

http://eprintslib.ummgl.ac.id/1912/2/14.0201.0012_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://eprintslib.ummgl.ac.id/1912/2/14.0201.0012_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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http://repository.ubharajaya.ac.id/1379/ diakses pada 21 September 2022, pada pukul 17.35 

 

 

 

 

 

 

 

maupun sosial. Yang lebih memprihatinkan adalah kerap ditemui bahwa 

korban dari tindak pidana pencabulan ini adalah anak-anak. 

Anak adalah tunas, potensi dan bagian dari generasi muda sebagai 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan 

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 

sosial secara utuh, serasai, selaras dan seimbang.4 Tindak pidana pencabulan 

yang terjadi di Indonesia yang kerap terjadi pada anak- anak meresahkan 

para masyarakat terutama para orang tua yang memiliki anak di bawah 

umur. Tentunya para orang tua cemas atas akibat yang ditimbulkan dari 

kejahatan ini karena dapat merusak masa depan anak- anak mereka, maka 

dari itu pelaku dari tindak pidana pencabulan baik pelaku yang sudah 

dewasa maupun masih dibawah umur harus diberikan sanksi pidana yang 

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sehingga dapat memberikan efek 

jera kepada pelaku.5 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak 

 
 

4 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan 

Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250, 

https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan- anak-

ff389e41.pdf diakses pada 21 September 2022, pada pukul 20.18 
5 Sondhy Maulana Susanto, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 

Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus 

Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018, hlm. 3, 

http://repository.ubharajaya.ac.id/1379/
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297. 

 

 

 

 

 

 

 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih di dalam kandungan.6 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 

angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) menyebutkan, 

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.7 Sedangkan 

pada Pasal 1 angka 4 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak yang 

menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.8 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang 

Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 82 Ayat (1) secara khusus mengatur 

mengenai sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana 

pencabulan, yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara palng singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”9 

 

Yang dimana dalam pasal 76E menyatakan: 
 

 

 

 
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, 

Lembar Negara Nomor 109. 
7 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Lembar Negara 153. 
8 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Lembar Negara 153. 
9 Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
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“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”10 

 

Setiap orang melakukan tindak pidana dan terbukti secara sah 

melalui hukum, baik orang dewasa maupun anak dapat dipidana menurut 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai 

tindak pidana jika mengandung unsur-unsur: 

1. Adanya perbuatan manusia; 

2. Perbuatan tersebut melawan ketentuan hukum; 

3. Adanya kesalahan; 

4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan.11 

Hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada anak yang berkonflik 

dengan hukum harus berdasarkan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku dan fakta-fakta hukum yang ditemukan saat proses pemeriksaan. 

Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak- anak, sanksi 

pidana yang dijatuhkan hakim kepada anak pelaku harus bisa memberikan 

efek jera kepada pelaku karena hakim juga harus mempertimbangkan 

kerugian yang didapatkan oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku tanpa melanggar harkat dan martabat anak 

pelaku tersebut. 

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak tercantum 

pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: 

 

10 Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297. 
11 Wagiati Soetodjo, “Hukum Pidana Anak”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 

hlm.12. 
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(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 

a. pidana peringatan; 

b. pidana dengan syarat: 

1) pembinaan di luar Lembaga; 

2) pelayanan masyarakat; atau 

3) pengawasan. 

c. pelatihan kerja; 

d. pembinaan dalam lembaga; dan 

e. penjara. 

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

atau 

b. pemenuhan kewajiban adat. 

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 

penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat 

dan martabat Anak.12 

Berdasarkan latar belakang diatas kasus perkara yang diambil oleh 

Penulis sebagai bahan analisis yaitu Putusan Nomor 11/Pid.Sus- 

Anak/2021/PN Wkb. Pelaku dari perkara ini adalah seorang anak dibawah 

umur berusia 15 tahun yang menjadi pelaku atas tindak pidana pencabulan 

dan yang menjadi korbannya adalah seorang anak dibawah umur yang 

berusia 6 (enam) tahun. Pada kasus ini dijelaskan bahwa Anak melakukan 

perbuatannya pada saat orang tua Anak Korban sedang tidak berada di 

rumah. Anak melihat Anak korban sedang berada disekitar bale-bale depan 

rumah lalu mengangkat dan membawa Anak Korban masuk ke dalam salah 

satu kamar. Anak pun mulai melakukan aksinya dengan mencium hidung 

Anak Korban dan menggertak serta memaksa untuk membuka celananya, 

Anak Korban menolak untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Anak 

membuka paksa celana Anak Korban. Anak melanjutkan 

 

12 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Lembar Negara Nomor 153. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

perbuatannya dengan menciumi hidung dan muka Anak Korban. Anak 

juga menggesekkan penisnya diatas lubang vagina Anak Korban karena 

pada saat melihat lubang vagina Anak Korban, penis Anak menjadi tegang. 

Pada saat kejadian tersebut berlangsung, ada saksi anak yang masuk ke 

dalam rumah. Anak langsung memakai celananya, begitu juga dengan Anak 

Korban. Anak menegaskan kepada Anak Korban untuk tidak 

memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk orang tua dari 

Anak Korban. Penuntut Umum mendakwa anak tersebut dengan Pasal 82 

Ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penuntut Umum juga 

mendakwa Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 

(dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial 

Kabupaten Sumba Barat paling lama 2 (dua) bulan. Setelah melalui 

pertimbangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 

pelatihan kerja dibawah bimbingan Balai Permasyarakatan Waikabubak 

selama 2 (dua) bulan.13 

Pada kasus perkara lainnya adalah Putusan Nomor 5/Pid.sus- 

Anak/2021/PN Drh. Pada perkara ini bahwa pada saat kejadian Anak pelaku 

masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang dimana yang ia terbukti bersalah 

dan secara sah melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak 

 

13 Putusan Pengadilan Negri Waikabubak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb. 
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dibawah umur yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun. Pada 

putusan ini dijelaskan bahwa peristiwa yang terjadi adalah berawal pada saat 

Anak Korban baru plang sekolah, lalu Anak memanggil Anak Korban untuk 

masuk kedalam kamar Anak selanjutnya Anak Korban menghampiri Anak 

lalu Anak memulai perbuatannya dengan memegang bahu Anak Korban 

dengan tangan kirinya dan tangan kanannya dimasukkan kedalam celana 

Anak Korban lalu ia memegang alat kelamin dari Anak Korban dan 

memasukkan jari tengah dari tangan kanannya kedalam alat kelamin Anak 

Korban kemudian menggerakkan kearah kanan dan kiri. Pada saat kejadian 

Anak Korban juga berteriak memanggil orang tuanya karena merasakan 

kesakitan, namun tidak terdengar karena jarak ke rumah Anak Korban jauh. 

Setelah menyelesaikan perbuatannya, Anak mengancam Anak Korban 

untuk merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Pada kasus ini Penuntut 

umum mendakwa Anak dengan Pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.14 

Penuntut Umum meminta kepada Hakim agar menjatuhkan putusan kepada 

Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 

6 (enam) bulan, serta denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 

(satu) bulan pidana pembinaan. Setelah 

 

 
 

14 Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297. 
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melalui pertimbangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 

dan 3 (tiga) bulan, serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.15 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari latar belakang 

diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Waikabubak Nomor 

11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Pengadilan Negri 

Dataran Hunipopu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh? 

2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak 

sebagai pelaku tindak pidana pencabulan telah memenuhi asas- 

asas peradilan anak? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus- 

Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus- 

Anak/2021/PN Drh. 

 

 
15 Putusan Pengadilan Negri Dataran Hunipopu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang 

dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan telah memenuhi asas-asas peradilan anak. 

D. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan 

ilmu hukum dan hukum pidana, serta penelitian juga diharapkan 

agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis lain untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak 

pidana pencabulan. 

2. Manfaat Praktis 

 

Secara praktis, penulis berharap akan penilitian ini bisa 

bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat atau para penegak hukum dan pihak terkait dalam 

menyelesaikan permasalahan pidana khususnya mengenai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak 

pelaku tindak pidana pencabulan. 
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E. Ruang Lingkup 

 

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini untuk 

menghindari adanya penyimpangan pokok masalah sehingga penelitian ini 

bisa lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan 

penelitian ini bisa tercapai. Ruang lingkup pada penelitian ini akan dibatasi 

dengan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan 

pada anak dibawah umur dan pemenuhan asas-asas peradilan anak dalam 

penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai 

pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus- 

Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh. 

F. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori Pemidanaan (Theory of Punishment) 

 

a. Teori Absolut atau Pembalasan16 

 

Teori ini menganggap bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berfokus 

kepada perbuatan dan letak kejahatan itu sendiri. Pemidanaan 

diberikan kepada pelaku sebagai sanksi atas perbuatannya. Teori ini 

mengedepankan bahwa sanksi dalam 

 

16 Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 

Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm. 67. https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis- 

perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, pada pukul 20.14 

https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf
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hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah 

melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang 

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan 

keadilan.17 Namun pidana tetap harus disesuaikan dengan perbuatan 

yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Seseorang baru bisa 

mendapat pidana jika melakukan kejahatan, kejahatan adalah satu-

satunya syarat untuk seseorang dapat dipidana. Penjatuhan pidana 

pada dasarnya adalah penderitaan pada penjahat sehingga 

dibenarkan karena pelaku kejahatan telah membuat penderitaan dan 

memberikan kerugian bagi orang lain. 

Berdasarkan pandangan Muladi mengenai hakikat atau 

esensi teori absolut, teori absolut memandang bahwa: 

“Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang 

telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak 

pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.18 

b. Teori relatif atau tujuan 

 

Teori ini menilai bahwa dasar dari pemidanaan adalah tujuan 

dari pidana itu sendiri, karena pidana itu memiliki tujuan tertentu. 

Tujuan pokok pada teori ini adalah untuk mempertahankan 

ketertiban masyarakat. Teori ini menganggap 

bahwa pemidanaan itu bukan sebagai pembalasan atas kejahatan si 
 

17 Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 142. 
18 Muladi, “Lembaga Pidana Bersyarat”, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 29-32. 
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pelaku, namun bertujuan untuk melindungi masyarakat menjadi 

sejahtera.19 

Teori relatif dibagi menjadi dua ajaran, yaitu sebagai berikut: 

1) Ajaran prevensi umum (generale preventive), pada 

ajaran ini, seseorang bisa saja menjadi pelaku 

sehingga harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat 

dengan ancaman hukuman. 

2) Ajaran prevensi special (special preventive), ajaran 

ini memerhatikan agar pelaku kejahatan yang sudah 

pernah sekali dijatuhi hukuman tidak cepat-cepat 

melakukan kejahatan lagi karena sudah pernah 

merasakan sendiri.20 

Teori ini dibagi menjadi 2 teori, yaitu sebagai berikut: 

 
1) Teori menakut-nakuti (afshrikkingstheorieen), teori 

ini berpendapat bahwa hukuman memiliki tujuan 

yaitu untuk mencegah perbuatan pengulangan dengan 

menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik untuk 

menakuti seluruh anggota masyarakat maupun pelaku 

sendiri. Namun teori ini banyak 

 

 

 
 

19 Usman, Op. Cit. hlm. 70. 
20 Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit. hlm. 143. 
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menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi. 

2) Teori memperbaiki penjahat, berdasarkan teori ini 

tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki 

penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat 

menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan. 21 

c. Teori gabungan 

 

Teori ini adalah gabungan antara teori absolut dengan teori 

relatif. Dalam teori gabungan, pidana itu tidak hanya bertujuan 

untuk memberikan efek jera, namun pidana juga harus menjadi 

perlindungan dan pendidikan terhadap masyarakat serta terpidana.22 

Teori ini memandang bahwa pemidanaan didasarkan atas 

pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Sehingga, harus ada 

keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian 

pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. 

Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, 

namun pembalasan yang dimaksud ini tidak boleh 

melewati batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 

dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 

 

21 Ibid. hlm. 144. 
22Ni Nyoman Murniyati, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Anak di Indonesia”, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 4, 2013, 

hlm. 4, https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5711 diakses pada tanggal 6 

Oktober 2022, pada pukul 20.35 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5711
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2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan 

tata tertib masyarakat, juga penderitaan atas 

dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat 

daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.23 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang 

sedang di periksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:24 

a. Keputusan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, 

apakah terdakwa telah melakukan yang dituduhkan kepadanya 

b. Keputusan yang berkaitan dengan hukumannya, apakah 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam 

tindak pidana dan apakah terdakwa terbukti bersalah dan dapat 

di pidana 

c. Keputusan yang berkaitan dengan pidananya, apabila terdakwa 

memang dapat dipidana. 

Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan oleh 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hakim tidak bisa 

menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal ataupun 

23 Ayu Elfritadewi, “Modul Hukum Pidana”, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 

7, https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf diakses 

pada tanggal 22 September 2022, pada pukul 20.25 
24 Magfirah, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negri Makassar)”, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2017, hlm. 13, 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3462/1/Magfirah.pdf diakses pada tanggal 25 September 2022, 

pada pukul 22.23 

https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3462/1/Magfirah.pdf
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batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 

Dalam memutus perkara, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh 

hakim. Mackenzie berpendapat bahwa ada beberapa teori yang 

digunakan oleh hakim dalam mempertimbangan penjatuhan sanksi 

pidana dalam memutus suatu perkara, yaitu sebagai berikut:25 

a. Teori Keseimbangan 

 

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat- 

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan 

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan 

perkara. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Penjatuhan putusan itu merupakan kewenangan dari hakim. 

Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang 

wajar bagi para pelaku tindak pidana. Hakim mempergunakan 

pendekatan seni yang dimana ditentukan oleh instink daripada 

pengetahuan dari hakim. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik 

dan penuh kehati-hatian terkhusus yang berkaitan dengan 

putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 
 
 

25 Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102. 
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Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat 

membantu hakim itu sendiri dalam menghadapi perkara- 

perkara setiap harinya. 

e. Teori Ratio Decidendi 

 

Berlandaskan pada filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang diperkarakan kemudian mencari peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 

diperkarakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pidana 

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang 

jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan. 

f. Teori Kebijaksanaan 

 

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, 

keluarga serta orang tua turut serta dalam bertanggung jawab 

untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi 

terdakawa, sehingga nantinya dapat menjadi manusia yang 

berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Teori Pembuktian 

 
 

Apabila dilihat dari aspek teori, maka ada 4 (empat) teori 

pembuktian, yaitu:26 

 

26 Sunsanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Lex 

Crimen, Volume II Nomor 2, 2013, hlm. 100, https://media.neliti.com/media/publications/3025- ID-

pembuktian-dan-putusan-pengadilan-dalam-acara-pidana.pdf diakses pada tanggal 6 November 

2022, Pukul 14.29 

https://media.neliti.com/media/publications/3025-ID-pembuktian-dan-putusan-pengadilan-dalam-acara-pidana.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/3025-ID-pembuktian-dan-putusan-pengadilan-dalam-acara-pidana.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/3025-ID-pembuktian-dan-putusan-pengadilan-dalam-acara-pidana.pdf
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a. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 

(Positive Wetteljik Bewijstheorie) 

Teori ini menyatakan pembuktian dengan 

berdasarkan pada undang-undang. Pada teori ini hakim 

dalam menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan bukti 

yang sah menurut undang-undang. Yang dimana dalam hal 

ini, pertimbangan subjektif hakim terhadap apapun harus 

disingkirkan. 

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja 

(Conviction Intime) 

Menurut teori ini, hakim diberikan kesempatan untuk 

menilai sendiri suatu pembuktian, yang dimana hakim 

menggunakan keyakinannya sendiri sebagai alat bukti untuk 

menilai terdakwanya bersalah atau tidak. Pada teori ini 

hakim tidak memiliki keterikatan terhadap suatu aturan 

dalam membuktikan suatu keadaan.27 

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara 

Logis (Conviction Raisonne)28 

Pada teori ini, ditekankan bahwa walaupun hakim 

menggunakan keyakinannya sebagai alat bukti, namun 

hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak tetap 

harus berdasarkan pada pembuktian yang memiliki 

 

27 Ibid. Hlm. 100. 
28 Ibid. Hlm. 101. 
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alasan atau keterangan yang logis atau jelas. Hakim tetap 

harus menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar 

keyakinannya dalam menjatuhkan putusan terhadap 

terdakwa. Teori ini juga disebut pembuktian bebas 

dikarenakan hakim bebas untuk menyatakan alasan-alasan 

keyakinannya.29 

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif 

(Negatief Wettellijk Bewijs Theorie) 

Teori ini merupakan pemcampuran antara 

pembuktian Positive Wetteljik Bewijstheorie dan 

pembuktian Conviction Raisonne. Singkatnya berdasarkan 

teori ini, hakim dalam menyatakan salah atau tidaknya 

terdakwa adalah berdasarkan keyakinan hakim yang 

dilandaskan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 H. S. Brahmana, S.H., M.H, “Teori dan Hukum Pembuktian”, http://www.pn- 

lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Gro 

up_name:tabLampiran diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 14.05 
30 Redaksi Legal Keluarga, “Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana”, 

https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum- 

pidana/#:~:text=Pembuktian%20menurut%20undang%2Dundang%20secara,benar%20hanyalah% 

20berdasar%20undang%2Dundang., diakses pada tanggal 6 November 2022, Pukul 14.22 

http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs%7CTabs_Group_name%3AtabLampiran
http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs%7CTabs_Group_name%3AtabLampiran
http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs%7CTabs_Group_name%3AtabLampiran
https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/#%3A~%3Atext%3DPembuktian%20menurut%20undang%2Dundang%20secara%2Cbenar%20hanyalah%20berdasar%20undang%2Dundang
https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/#%3A~%3Atext%3DPembuktian%20menurut%20undang%2Dundang%20secara%2Cbenar%20hanyalah%20berdasar%20undang%2Dundang
https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/#%3A~%3Atext%3DPembuktian%20menurut%20undang%2Dundang%20secara%2Cbenar%20hanyalah%20berdasar%20undang%2Dundang
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G. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini 

adalah normatif. Penilitian hukum normatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan teori hukum, aturan hukum, asas dan 

doktrin hukum, serta menggunakan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Adapun pendekatan yang digunakan pada penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menalaah semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan 

isu yang sedang dibahas. Pada metode pendekatan ini, penulis perlu 

memahani hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang- 

undangan.31 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menalaah kasus- kasus 

yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 96 
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menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap (incracht).32 

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

 

Data yang digunakan pada penilitian ini adalah data sekunder, yang 

dimana data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

pustaka. Dalam menggunakan penelitian hukum data sekunder ada 3 

sumber bahan hukum yang mengikat:33 

a. Bahan hukum primer 

 

Yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan dan 

Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan permasalah yang 

diteliti: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 

290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 

ayat (1) dan Pasal 295 

2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) 

3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

 

 

 
 

 
hlm. 56. 

32 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

 
33 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23. 
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Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- 

Undang 

4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

5) Putusan Pengadilan 

 

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan 

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti buku, penelitian dalam bentuk jurnal 

atau majalah, pendapat para ahli hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan atas bahan hukum primer maupu sekunder, 

seperti kamus hukum, kamus bahasa, atau media internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan studi 

dokumen, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dokumen-dokumen, membaca serta mempelajari bahan kepustakaan, 
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putusan pengadilan, undang-undang, dan jurnal hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dikaji.34 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Metode Analisa yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini memberikan 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.35 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses 

penalaran dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus 

menjadi hal yang bersifat umum.36 Dengan menggunakan teknik 

induktif dapat dilihat apakah dari kasus yang ada dapat ditarik suatu 

kesimpulan umum yang dapat diterima akal.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hlm. 67. 

34 Suratman dan Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

 
35 Raco dan Conny R. Semiawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulannya”, (Cibinong: Grasindo, 2010), hlm. 2. 
36Aditya Priyatna Darmawan, “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta 

Contohnya”, https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan- 

induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all diakses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 

13.37 
37 Ary Kristiani, “Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi 

PBSI BS UNY”, Jurnal Diksi, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 196, 

https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190 diakes pada tanggal 6 Oktober 2022, 

Pukul 15.43 

https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all
https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190
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